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WALIKOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 488/Kep. 452 /2019
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI PENUH

. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

bahwa untuk kelancaraan pelayanan Informasi Publik Kota
Sungai Penuh maka perlu menetapkan Keputusan Walikota
Sungai Penuh tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
Kota Sungai Penuh;

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu
menetapkan Keputusan . Walikota Sungai Penuh tentang
Standar Operasional Prosedur Informasi Publik Kota Sungai
Penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kotz Sungai Penuh di Provinsi Jambi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
98, Tambahan Lemtaran Negara Republik Indonesia Nornor
4871);

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanar

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo:

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
dPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentdng Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 99, Tambahan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

9.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik
Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh
Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI
PENUH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
Publik Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Kota
Sungai Penuh sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
meliputi :

1. pemutahiran dan penetapan daftar informasi publik kota
sungai penuh;

2. standar operasional prosedur pelayanan permohonan
informasi publik;

3. standar operasional prosedur uji konsekuensi informasi

publik;
4, standar operasional prosedur penanganan keberatan informasi
publik;
5, standar operasional prosedur fasilitasi sengketa informasi
publik.
KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2019

SUNGAI PENUH,

Tembusan :

1. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. /2019
TANGGAL 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUTAHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOTA SUNGAI PENUH

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
Tanggal Revisi 2019
Tanggal Efektif 2019
Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH

PEMUTAHIRAN DAN
PENETAPAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK
KOTA SUNGAI PENUH

NAMA SOP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomeor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

1.
2.
3

4.

Minimal Setingkat SLTA

Menguasai Program Office For Windows
Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman pengelola Pejabat Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
SOP DIP Pemerintah Kota Sungai Penuh

7.

8.

A B0 1D =

Komputer, Printer

ATK

Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

Formulir Koordinasi dan Konsultasi PPID
Buku Register Permohonan Informasi
Publik

Filling Kabinet

Rak Arsip dan Dokumen

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang
telah disahkan yang dapat dipublikasi
Pembuatan Laporan Harus dilakukan
Setiap Akhir Bulan

Pendistribusian Surat Harus Segera
dilakukan.

1.
2.

3.

Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
Pencatatan di Kartu Kendali
Penyimpanan dalam Box Arsip Laporan

Bulanan
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LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. /2019
TANGGAL 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
4 i y C
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH :‘22&2{ R oL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI ;
DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh g]g:lljl:lOTA SUNGAI
PELAYANAN
NAMA SOP PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 1. Minimal Setingkat SLTA
tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Program Office For Windows
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
tentang Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 4. Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP pelayanan permohonan informasi publik

- SOP prosedur uji konsekuensi informasi
publik

- SOP penanganan keberatan informasi publik

- SOP fasilitasi sengketa informasi publik

Komputer, Printer

ATK

Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

Formulir Kooordinasi dan Konsultasi PPID
Buku Register Permohonan Informasi Publik
Filling Kabinet

. Rak Arsip dan Dokumen

PNONRWN -

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Pembuatan Laporan Harus dilakukan
Setiap Akhir Bulan

- Pendistribusian Surat Harus Segera
dilakukan.

1. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
2. Pencatatan di Kartu Kendali

3. Penyimpanan dalam Box Arsip Laporan
Bulanan

y
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LAMPIRAN III

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. /2019
TANGGAL 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH | Tanggal Revisi 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | Tanggal Efektif 2019
DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
UJI KONSEKUENSI
NAMA SOP INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Minimal Setingkat SLTA
Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Program Office For Windows
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Pelayanan Publik Keterbukaan Informasi Publik

4. Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

S. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- SOP pelayanan permohonan informasi publik

- SOP prosedur uji konsekuensi informasi publik
- SOP penanganan keberatan informasi publik

- SOP fasilitasi sengketa informasi publik

Komputer/Printer

ATK

Surat Permohonan Informasi Publik

Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawaban
Informasi Publik

Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan
Keberatan Informasi Publik

Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

. Box Arsip

0. Filling Kabinet

1. Buku Register Permohonan Informasi Publik/
Keberatan Jawaban Informasi Publik

3 R =

o

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap Akhir
Bulan
- Pendistribusian Surat Harus Segera dilakukan.

1. Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
2. Pencatatan Di Kartu Kendali

3. Penyimpanan dalam Box Arsip

4. Laporan Bulanan
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LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. /2019
TANGGAL 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
Tanggal Revisi 2019
Tanggal Efektif 2019
Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
PENANGANAN KEBERATAN
NAMASOP INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik

PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun
2010 Tanteng Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Pusat No 1 Tahun
2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

1. Minimal Setingkat SLTA

2. Menguasai Program Office For Windows

3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

4, Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

5. Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah

6. Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
SOP Sengketa Informasi Publik

SOP Penyusunan DIP Pemerintah Kota Sungai
Penuh

Komputer/Printer

ATK

Surat Permohonan Informasi Publik

KTP/Kelengkapan Persyaratan

Lainnya/Domisili/Rekomendasi/Foto copy Akta

Pendirian Lembaga/Instansi dll

5. Formulir Permohonan Keberatan Atas Jawaban
Informasi Publik

6. Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

7. Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan
Keberatan Informasi Publik

8. Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar

9. Kartu Penerus Disposisi

10. Box Arsip

11. Filling Kabinet

12. Buku Register Permohonan Informasi Publik/
Keberatan Jawaban Informasi Publik

13. Daftar Informasi Publik

P~

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap Akhir
Bulan
Pendistribusian Surat Harus Segera dilakukan.

Pencatatan di Buku Expedisi Masuk
Pencatatan Di Kartu Kendali
Penyimpanan dalam Box Arsip
Laporan Bulanan

Pl ol ol
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LAMPIRAN V

: KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 488/ Kep. /2019
TANGGAL 2019

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP /SOP/PPID-SPN/2019
Tanggal Pengajuan 2019
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH | Tanggal Revisi 2019
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI | Tanggal Efektif 2019
DAN DOKUMENTASI (PPID) Disahkan oleh WALIKOTA SUNGAI PENUH
NAMA SOP FASILITASI SENGKETA
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Minimal Setingkat SLTA
Keterbukaan Informasi Publik 2. Menguasai Program Office For Windows
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 3. Memahami UU No 14 Tahun 2008 Tentang

Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik

4.

Keterbukaan Informasi Publik

Memahami PP No 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Permendagri No 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelola Pejabat Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Memahami UU No 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan

KETERKAITAN.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP pelayanan permohonan informasi publik
SOP prosedur uji konsekuensi informasi publik
SOP penanganan keberatan informasi publik
SOP fasilitasi sengketa informasi publik

o 810

@

or
—Eo®N o

12.

Komputer/Printer

ATK

Surat Permohonan Informasi Publik
Formulir Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

Tanda terima Permohonan Keberatan Atas
Jawaban Informasi Publik

Tanda Terima Surat Jawaban Permohonan
Keberatan Informasi Publik

Kartu Kendali Surat Masuk Dan Keluar
Kartu Penerus Disposisi

Box Arsip

. Filling Kabinet
. Buku Register Permohonan Informasi

Publik/ Keberatan Jawaban Informasi
Publik

Daftar Informasi Publik

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembuatan Laporan Harus dilakukan Setiap

1.

Pencatatan di Buku Expedisi Masuk

Akhir Bulan 2. Pencatatan Di Kartu Kendali
- Pendistribusian Surat Harus Segera 3. Penyimpanan dalam Box Arsip
dilakukan 4. Laporan Bulanan
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